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KOTAYogyakar-

ta sampai tahun

2025 ini belum me-

miliki Peraturan

Daerah (Perda)

yang mengatur se-

cara khusus me-

ngenai kebudaya-

an. Meski pada

tingkat Pemerin-

tah Daerah Istime-

wa Yogyakarta (DIY) telah diatur secara

komprehensif di dalam Perdais DIY No-

mor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan

dan Pengembangan Kebudayaan, tetapi

sebagai kota yang memiliki kewenangan

tersendiri sudah sepatutnya Kota Yogya-

karta juga memiliki Perda Kebudayaan.

Sedikit lebih maju daripada Kota Yogya-

karta, Kabupaten Gunungkidul telah me-

miliki Perda khusus mengenai pengelola-

an kebudayaan sejak tahun 2022 lalu.

Perda tersebut setidaknya dapat menjadi

pijakan dan jaminan akan hadirnya Pe-

merintah Daerah Kabupaten/Kota dalam

urusan kebudayaan, baik sekarang mau-

pun mendatang.

Mendesak

Setidaknya ada beberapa argumentasi

mengapa pembentukan Perda tentang

Kebudayaan sangat urgen untuk segera

diwujudkan di Kota Yogyakarta. Secara

filosofis, sebagai bagian dari DIY, Kota

Yogyakarta mewarisi nilai-nilai luhur

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat,

Kadipaten Pakualaman dan masyarakat.

Warisan budaya tersebut perlu dilindungi,

dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina

agar terus lestari. Pemerintah Daerah

harus hadir dalam rangka memperta-

hankan eksistensinya melalui kebijakan

pengaturan perencanaan, penyeleng-

garaan, dan pengawasan di tengah tan-

tangan dan hambatan peradaban daerah.

Secara sosiologis, tren positif pengelola-

an kebudayaan yang dianggap telah baik

perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

Raihan kategori terbaik/emas oleh Kota

Yogyakarta dalam penghargaan Anuge-

rah Kebudayaan Indonesia (AKI) 2024

dari Kementerian Kebudayaan, perlu juga

diimbangi dengan kontribusi murni Kota

Yogyakarta kepada pengelolaan kebu-

dayaan.

Saat ini, kontribusi Kota Yogyakarta

dalam tata Kelola kebudayaan, secara

mayoritas masih dalam kedudukannya

sebagai pelaksana dan penerima tugas

urusan keistimewaan bidang kebudayaan

dari Pemerintah DIY, bukan murni dari

inisiatif atau otonomi Kota Yogyakarta.

Padahal, Undang-Undang Nomor 5 Ta-

hun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

memberikan kesempatan kepada Peme-

rintah Kota untuk juga turut aktif dalam

memajukan dan melestarikan kebu-

dayaan di daerahnya.

Secara yuridis, kontribusi yang belum

optimal di atas dapat dimaklumi karena

Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaima-

na dilaporkan dalam Laporan Tahunan

2023 Dinas Kebudayaan mengamini sen-

diri bahwa Kota Yogyakarta memiliki

keterbatasan perangkat regulasi teknis

terkait dengan pelestarian, pengawasan,

dan pengembangan seni budaya di Kota

Yogyakarta. Hal tersebut mengindikasi-

kan bahwa terjadi kekosongan hukum ba-

gi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam

melakukan tata kelola kebudayaan yang

berlandaskan atas otonomi daerah.

Materi Muatan

Berdasarkan beberapa pertimbangan di

atas, maka ke depan, baik Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota

Yogyakarta maupun Pemerintah Kota

(Pemkot) Yogyakarta perlu segera mem-

bentuk Perda Kota Yogyakarta tentang

Kebudayaan. Materi muatan yang perlu

diatur dapat berisi beberapa hal berikut.

Pertama, sinkronisasi dan harmonisasi

kewenangan antara Pemerintah Daerah

DIY dengan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Tujuannya bukan untuk memperumit

pembagian kewenangan, tetapi justru da-

pat memperjelas masing-masing kewe-

nangan dari dua daerah tersebut. Di sam-

ping sebagai pelaksana tugas dari Peme-

rintah DIY, Pemerintah Kota

Yogyakarta juga perlu dimak-

simalkan kontribusinya seba-

gai daerah yang memiliki ke-

wenangan tertentu.

Kedua, pemetaan mengenai

objek kebudayaan yang ber-

sumber dari Kasultanan Nga-

yogyakarta Hadiningrat, Ka-

dipaten Pakualaman dan ma-

syarakat yang memang berada

di Kota Yogyakarta di antara-

nya nilai hamemayu hayuning

bawana, segoro amarto, dan re-

wang/balad. Ketiga, perlu

pengaturan mekanisme peren-

canaan, pelaksanaan dan

pengawasan urusan di bidang

kebudayaan yang dapat terdiri

pelindungan, pengembangan,

pemanfaatan, dan pembinaan.

Keempat, pemeliharaan dan

pengembangan rintisan ke-

lurahan budaya serta kelurahan budaya.

Dua entitas ini perlu diberi pembinaan

dan pelestarian melalui di antaranya pe-

ningkatan manajemen, dukungan dan

fasilitasi sarana dan prasarana serta pen-

dampingan tenaga teknis. Ketentuan ini

menjadi lokalitas (local wisdom) karena

menjadi kekhasan Kota Yogyakarta.

Kelima, pemberian penghargaan kepada

pihak-pihak yang telah berprestasi dan

berperan penting dalam upaya pengelola-

an kebudayaan. Penghargaan dapat beru-

pa fasilitas, insentif dan bentuk lainnya.

Keenam, peran serta masyarakat.

Ketentuan ini mengatur mengenai peran

apa saja yang dapat diberikan oleh masya-

rakat di dalam pengelolaan kebudayaan.

Peran serta dapat berupa bantuan upaya

pengelolaan kebudayaan, bantuan pen-

danaan, melakukan pelindungan semen-

tara, melakukan advokasi publikasi dan

sosialisasi serta pengawasan terhadap

upaya pengelolaan kebudayaan. Ketujuh,

dukungan pendanaan dalam pelaksanaan

pengelolaan kebudayaan.

Beberapa materi muatan di atas perlu

dipertimbangkan agar kehadiran Peme-

rintah Kota Yogyakarta dapat lebih nyata

dalam memberikan kontribusi dalam pe-

ngelolaan kebudayaan sebagai daerah

otonom, bukan hanya dalam kedudukan-

nya melaksanakan tugas dari Pemerintah

DIY. Tentu saja hal ini bertujuan agar

potensi kebudayaan di Kota Yogyakarta

menjadi optimal secara khusus dan secara

umum kebudayaan DIY dapat lestari se-

cara maksimal.(*)-d

*)M Addi Fauzani, Dosen dan Peneliti

PSHK FH UII.

Efisiensi, Perempuan dan Indonesia Emas

M Addi Fauzani

Pemudik waspadai cuaca ekstrem.

- Yang penting hati-hati, jangan memak-

sa diri.

***

Yogya dan Semarang tujuan favorit pemudik

gunaan KA.

- Jadilah tuan rumah yang baik, jangan

asal ’aji mumpung’.

***

Sultan HB X: Pamong harus menyatu de-

ngan laku.

- Jauhi pagar makan tanaman.

Urgensi Perda Kebudayaan

BEBERAPA

hari ini, para pe-

rempuan aktivis

merasa prihatin

dengan kabar

yang sangat me-

nyesakkan. Dika-

barkan, Dinas

Pemberdayaan

Perempuan, Per-

lindungan Anak

dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Ka-

bupaten Jember menjadi salah satu dinas

yang ‘dihapus’ sebagai konsekuensi efi-

siensi yang sedang digaungkan. Dinas ini

akan dilebur menjadi bagian Dinas

Sosial.

DP3AKB dapat dikatakan adalah

‘korban’ efisiensi dari diberlakukan

Inpres No 1/2025 yang berlaku per 22

Januari 2025 dan diteruskan dengan

surat Menkeu Nomor S-37/MK.02/

2025. Inpres no 1/2025 yang intinya

melakukan penghematan dalam arti

pemangkasan anggaran kementerian.

Efisiensi mengubah banyak kisah

bahkan makna. Dalam laman

kbbi.lektur.id (14/2 : 17.35) disebut-

kan, efisiensi memiliki 5 arti. Kamus

Besar Bahasa Indonesia mengung-

kap, efisiensi adalah sebuah homo-

nym karena artinya memiliki ejaan

dan pelafalan yang sama tapi mak-

nanya berbeda. Kali ini, efisiensi ada-

lah penghematan, efisiensi adalah pe-

mangkasan.

Dalam penghematan, lewat Inpres

No 1/2025 ini pelbagai anggaran kemudi-

an dikurangi dan kegiatan yang dianggap

tidak perlu, ditiadakan. Menurut

Presiden Prabowo, kebijakan ini dapat

menghemat anggaran negara Rp 306,69

triliun. Tidak perlu ada rapat di hotel,

adalah salah satu ‘lontaran efisiensi’.

Mirisnya, justru terjadi pengkhianatan

pada masyarakat yang tampak jelas lewat

adanya rapat antara pemerintah dengan

DPR RI membahas RUU TNI ñyang di-

lakukan di hotel bintang.  

Sebelumnya, realita mengungkap peng-

hematan terlihat jelas dengan ‘peruma-

han’ tenaga honorer dan pemutusan hu-

bungan kerja (PHK) besar-besaran dari

pelbagai sektor. Ironi terjadi saat peri-

ngatan Hari Pers Nasional (9/2). Karena

terjadi pemangkasan besar-besaran se-

jumlah kontributor RRI dan mitra kon-

trak.

***

REALITA Jember menunjukkan per-

soalan perempuan dan anak, masih di-

anggap bukan persoalan penting, apalagi

dianggap sebagai persoalan bangsa. Per-

soalan inipun kemudian seakan tengge-

lam di tengah hiruk-pikuk pembahasan

RUU TNI yang mengembalikan konsep

Dwifungsi TNI dan kehidupan militeris-

tik, sehingga ada benang merah ketika

Co-founder Aliansi Laki-laki Baru Nur

Hasyim mengungkap, bahwa dalam rez-

im patriakhis, kapitalis dan militeristik,

isu perempuan dan anak akan dikesam-

pingkan.

Inilah ancaman kesejahteraan rakyat

menuju Indonesia Emas. Ancaman  seka-

ligus meningkatkan beban perempuan.

Ketika gelombang PHK terjadi, tidak

sekadar menghadirkan pengangguran.

Namun pasti akan diiringi meningkatnya

problema sosial ekonomi. Ikutannya, me-

mudahkan terjadi kerentanan mental dan

sosial. Lebih jauh, situasi ini menjadi ten-

gara akan memudahkan untuk memicu

kekerasan dalam rumahtangga (KDRT).

Realita yang akan meningkatkan beban

perempuan. Tentu, semua ini harus men-

dapat perhatian bersama. Apalagi kasus

kekerasan terhadap perempuan, terus

meningkat dari tahun ke tahun. Saat mer-

ilis laporan peringatan Hari Perempuan

Internasional (7/3) lalu, Komnas Perem-

puan mengungkap, jumlah kasus keke-

rasan terhadap perempuan (KtP) yang di-

laporkan ke Komnas Perempuan dan mi-

tra catatan tahunan (Catahu) 2024 sejum-

lah 445.502 kasus. Jumlah kasus ini

mengalami kenaikan 43.527 kasus atau

sekitar 9,77% dibanding 2023 (401.975).

Membuat miris, kasus ini didominasi tiga

jenis kekerasan : kekerasan seksual

(26,94%), kekerasan psikis (26,94%), keke-

rasan fisik (26,78%). Kian miris, di ranah

personal, kekerasan terhadap istri (KTI)

paling tinggi dalam semua laporan

Catahu sejak 2001.

Meningkatnya kekerasan, akan

membuat beban perempuan semakin

meningkat. Dan tidak sedikit perem-

puan perlu konselor, tempat men-

gadu, berbagi rasa  pendampingan

dan lainnya, namun tempat itu kini

tidak mudah lagi. ‘Peleburan’

DP3AKB, pemangkasan anggaran

Kementerian Perlindungan Perem-

puan dan Anak hampir 50%, adalah

penyebab di antaranya.  Ketika jer

basuki mawa beya, bagaimana mem-

bantu perempuan korban? Jika

menopangkan pada LSM/NGO, lalu

di mana peran negara?

Sangat mungkin, di banyak daerah

pelbagai persoalan perempuan tidak

mendapat perhatian serius lagi,

bahkan diabaikan atau dipinggirkan.

Sementara dalam kesehariannya,

perempuan dibebani pelbagai pro-

gram pemerintah menyiapkan generasi

menuju Indonesia Emas.  (*)-d

*)Fadmi Sustiwi, jurnalis

Kedaulatan Rakyat peraih Gender

Champion Award 2023.

Fadmi SustiwiPemudik Turun, Ekonomi Melemah
PERGERAKAN pemudik kini sudah

dimulai. Namun prediksi pemudik

tahun ini, menurun jauh dibandingkan

dengan tahun sebelumnya. Jumlah

pemudik pada Lebaran 2025 diperki-

rakan mencapai 146,48 juta orang,

yang menunjukkan penurunan sig-

nifikan dibandingkan dengan tahun

lalu, di mana jumlah pemudik hampir

mencapai 200 juta orang.

Mengapa?  Penurunan ini dipenga-

ruhi oleh beberapa faktor, termasuk

keterbatasan anggaran untuk perjalan-

an dan kebijakan pemerintah yang me-

mungkinkan fleksibilitas kerja, seperti

Work From Anywhere (WFA), yang

membuat beberapa orang memilih un-

tuk tidak mudik.

Penurunan jumlah pemudik juga

mencerminkan kondisi ekonomi makro

yang sedang melemah. Kebijakan

efisiensi anggaran pemerintah yang di-

terapkan,  menekan tingkat konsumsi

rumah tangga di hampir seluruh

provinsi di Indonesia. Termasuk di da-

erah-daerah yang bergantung pada

aktivitas mudik untuk pertumbuhan

ekonomi mereka.

Penurunan jumlah pemudik tahun ini

disebabkan oleh beberapa faktor uta-

ma. Antara lain, melemahnya daya beli

masyarakat. Banyak masyarakat yang

mengalami penurunan daya beli akibat

kondisi ekonomi yang tidak stabil, ter-

masuk kenaikan harga kebutuhan

pokok. Hal ini membuat mereka berpi-

kir dua kali sebelum memutuskan un-

tuk mudik, karena biaya perjalanan

dan kebutuhan selama di kampung ha-

laman cukup besar.

Meskipun terdapat program mudik

gratis dan diskon tarif, banyak orang

tetap merasa terbebani oleh biaya tam-

bahan yang diperlukan selama perja-

lanan. Keputusan untuk tidak mudik ,

terkait dengan upaya untuk menghe-

mat pengeluaran di tengah ketidakpas-

tian ekonomi.

Kemudian jarak waktu antara libur

Natal dan Tahun Baru (Nataru) dengan

Idul Fitri cukup dekat. Sehingga ba-

nyak orang yang sudah melakukan

perjalanan saat Nataru dan tidak me-

rencanakan untuk mudik lagi saat

Lebaran.

Karena itulah, diperkirakan per-

putaran uang selama Lebaran 2025

akan turun sekitar 12,28% dibanding-

kan tahun sebelumnya, dari Rp157,3

triliun menjadi Rp137,9 triliun. Hal ini

mencerminkan berkurangnya aktivitas

ekonomi yang biasanya terjadi saat pe-

riode mudik. Maraknya PHK dan keti-

dakpastian pekerjaan juga berkon-

tribusi pada keputusan masyarakat un-

tuk tidak mudik, karena mereka lebih

memilih untuk menghemat biaya.

Secara keseluruhan, kombinasi dari

faktor-faktor ekonomi , menekan daya

beli dan keputusan efisiensi pengelu-

aran menjadi penyebab utama penu-

runan jumlah pemudik tahun ini.

Tentu saja, penurunan jumlah pe-

mudik  bakal berdampak signifikan ter-

hadap perekonomian lokal di berbagai

daerah. Sejumlah sektor akan terpu-

kul. Penurunan jumlah pemudik akan

mengurangi kunjungan ke tempat-tem-

pat wisata dan belanja di daerah tujuan

mudik. 

Ekonomi daerah yang biasanya di-

untungkan dari kedatangan pemudik

akan merasakan dampak negatif. Ba-

nyak pelaku usaha kecil dan menen-

gah yang bergantung pada pengelu-

aran pemudik,  untuk meningkatkan

pendapatan mereka selama musim

Lebaran.

Penurunan jumlah pemudik, juga

diperkirakan akan memberikan dam-

pak yang signifikan terhadap sektor

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(UMKM). Dengan jumlah pemudik

yang diprediksi turun sebesar 24%

menjadi 146,48 juta orang, aliran

uang yang biasanya mengalir ke sek-

tor UMKM seperti kuliner, ritel, dan

jasa transportasi akan menyusut.

Setiap pemudik biasanya meng-

habiskan antara Rp 2 juta hingga Rp

5 juta, sehingga potensi kontraksi

peredaran uang dapat mencapai Rp

93 triliun hingga Rp 232 triliun.

Karena itulah, saatnya masing-

masing daerah menyiapkan  lang-

kah-langkah  yang dapat mengatasi

dampak negatif dari penurunan jum-

lah pemudik, guna memulihkan per-

putaran ekonomi yang terpengaruh. 

(**)-d

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terima-

kasih partisipasinya dalam menulis

dan mengirimkan artikel untuk SKH

Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya

redaksi hanya menerima tulisan lewat

email : opinikr@gmail.com dengan

panjang tulisan antara 535  - 575 kata,

dengan mengisi subjek mengenai isu

yang ditulis serta jangan lupa me-

nampilkan fotocopy identitas dan foto

diri. Terimakasih. 
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